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	Article
	Abstract

	
	Hukum adat Bali memiliki sistem pewarisan yang berlandaskan prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris utama dalam keluarga. Status perkawinan anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hak waris mereka. Anak perempuan yang menikah umumnya kehilangan hak warisnya karena dianggap bergabung dengan keluarga suami, kecuali dalam kasus perkawinan nyentana yang memungkinkan suami bergabung dengan keluarga istri. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana status perkawinan mempengaruhi hak waris anak dalam sistem hukum adat Bali, dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat masih mempertahankan sistem pewarisan patrilineal, terjadi perubahan dalam praktik pewarisan akibat pengaruh modernisasi dan hukum nasional yang menekankan kesetaraan gender. Beberapa keluarga adat mulai memberikan hak waris kepada anak perempuan dalam kondisi tertentu, seperti kontribusi ekonomi terhadap keluarga atau ketidakhadiran anak laki-laki dalam keluarga. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna menciptakan sistem pewarisan yang lebih inklusif tanpa menghilangkan esensi budaya Bali.  
Kata Kunci: Hak Waris, Hukum Adat Bali, Status Perkawinan, Patrilineal, Kesetaraan Gender  

Balinese customary law has a patrilineal inheritance system, where sons are considered the main heirs in the family. The marital status of children, both boys and girls, has a significant effect on their inheritance rights. Married daughters generally lose their inheritance rights because they are considered to join the husband's family, except in the case of nyentana marriages which allow the husband to join the wife's family. This study aims to analyze how marital status affects children's inheritance rights in the Balinese customary legal system, with a descriptive qualitative approach based on document and literature studies. The results show that although customary law still maintains a patrilineal inheritance system, there have been changes in inheritance practices due to the influence of modernization and national laws that emphasize gender equality. Some customary families have begun to grant inheritance rights to daughters under certain conditions, such as economic contribution to the family or the absence of sons in the family. Therefore, there needs to be harmonization between customary law and national law to create a more inclusive inheritance system without losing the essence of Balinese culture.  
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PENDAHULUAN
Hukum adat memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tradisi dan budaya yang sangat kuat, Bali mempertahankan hukum adat sebagai pedoman utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pewarisan harta keluarga (Dewi, dkk. 2024). Dalam masyarakat Bali, hukum adat tidak hanya menjadi alat untuk menjaga harmoni sosial tetapi juga mencerminkan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat Bali, yang bercirikan sistem patrilineal, memiliki aturan yang spesifik mengenai pewarisan, yang seringkali dipengaruhi oleh status perkawinan anak-anak dalam keluarga. 
Salah satu karakteristik dari hukum adat Bali adalah sistem patrilinealnya, di mana garis keturunan dan pewarisan ditentukan melalui pihak laki-laki. Sistem ini menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dalam keluarga, sementara anak perempuan seringkali memiliki hak yang lebih terbatas, terutama setelah menikah dan bergabung ke dalam keluarga suaminya (PUSPITANINGRAT, I. D. A. A. M., dkk. 2023). Namun, kompleksitas muncul ketika anak perempuan tetap tinggal di keluarga asal atau tidak menikah, karena status perkawinan mereka dapat memengaruhi hak warisnya. Begitu pula, anak laki-laki yang menikah tetapi tidak melaksanakan tanggung jawab adat juga dapat memengaruhi status hak warisnya. Sistem patrilineal ini menunjukkan bagaimana status perkawinan menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan menurut hukum adat Bali (Cahyani, F. A.2022).
Variasi status perkawinan anak dalam keluarga memberikan dampak yang signifikan terhadap pewarisan dalam hukum adat Bali. Status perkawinan anak perempuan, misalnya, seringkali menjadi penentu apakah mereka masih memiliki hak terhadap harta warisan keluarga asal. Anak perempuan yang menikah cenderung dianggap telah berpindah ke keluarga suaminya dan kehilangan hak atas warisan keluarga asal, kecuali dalam kondisi tertentu seperti perkawinan nyentana, di mana suami bergabung ke keluarga pihak perempuan. Di sisi lain, anak laki-laki yang menikah dan melanjutkan tanggung jawab keluarga tetap diutamakan dalam pewarisan. Namun, tantangan muncul ketika terjadi konflik antara tradisi adat dan kebutuhan hukum modern, yang seringkali memperjuangkan prinsip kesetaraan gender (Putra, I. K. S., dkk. 2022).
Perubahan sosial dan modernisasi juga memengaruhi cara masyarakat Bali memandang hukum adat, termasuk dalam hal pewarisan. Dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu dan kesetaraan gender, beberapa kelompok masyarakat mulai mempertanyakan relevansi sistem pewarisan yang mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan status perkawinan. Selain itu, interaksi antara hukum adat dan hukum nasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Waris di Indonesia, semakin menantang dominasi hukum adat dalam kasus-kasus pewarisan. Konteks ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam untuk memahami bagaimana hukum adat Bali merespons perubahan sosial ini tanpa kehilangan esensinya sebagai bagian dari identitas budaya (Nurhidayat, F., Prasetyo, M. F. D., dkk. 2022).
Penelitian mengenai pengaruh status perkawinan terhadap hak waris anak dalam hukum adat Bali memiliki relevansi dalam memahami dinamika antara tradisi dan modernitas. Dengan mengkaji berbagai aspek pewarisan dalam hukum adat, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap literatur akademik tetapi juga membantu masyarakat adat Bali dalam menghadapi tantangan hukum modern. Selain itu, penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang mengakomodasi hukum adat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. 
Di tengah perubahan sosial yang cepat, masyarakat adat Bali menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan hukum nasional yang semakin inklusif. Status perkawinan, sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam pewarisan, menjadi topik penting untuk dipahami dalam konteks ini. Dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk memahami bagaimana hukum adat Bali dapat terus relevan di era modern. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat adat Bali tetapi juga menjadi kontribusi penting dalam diskusi mengenai harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai dinamika yang terjadi dalam praktik pewarisan di masyarakat Bali. Selain menjelaskan pengaruh status perkawinan terhadap hak waris, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum adat dapat berkembang seiring waktu. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menawarkan pemahaman teoretis tetapi juga solusi praktis yang relevan untuk menjaga keberlanjutan hukum adat di tengah perubahan sosial.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen hukum adat Bali, seperti Awig-Awig Desa Adat, Purwadigama, dan Adigama, serta kajian literatur terkait hukum adat dan hukum nasional. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pengaruh status perkawinan terhadap hak waris anak dalam sistem hukum adat Bali, dengan fokus pada penerapan prinsip patrilineal dan interaksi antara hukum adat dan modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum adat Bali beradaptasi dengan dinamika sosial tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya.
PEMBAHASAN
Konsep Hak Waris dalam Hukum Adat Bali 
Hukum waris adat Bali merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Bali, yang mencerminkan budaya, tradisi, dan nilai-nilai religius masyarakat setempat (Rahmadi, I. G. K., & Tunga, B. 2022). Pewarisan dalam adat Bali pada dasarnya adalah proses pengalihan hak dan tanggung jawab atas harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip adat dan hukum yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam konteks hukum adat Bali, waris tidak hanya melibatkan pengalihan aset materiil, tetapi juga aspek spiritual, seperti tanggung jawab untuk melanjutkan pelaksanaan upacara adat, menjaga pura keluarga, dan memelihara hubungan harmonis dengan leluhur (Widiantika, K. 2023).
Pengertian hukum waris adat Bali sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang berlaku di masyarakat Bali. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki, sehingga anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris utama. Konsep ini selaras dengan tanggung jawab anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan keluarga dan menjalankan tugas-tugas keagamaan. Anak perempuan, di sisi lain, umumnya tidak memiliki hak waris atas harta keluarga karena mereka dianggap akan bergabung ke keluarga suaminya setelah menikah. Namun, terdapat pengecualian dalam kasus perkawinan nyentana, di mana seorang laki-laki menikah dan masuk ke keluarga perempuan. Dalam situasi ini, perempuan tersebut dapat memiliki hak waris karena dia bertanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga asal.
Prinsip dasar hukum waris adat Bali juga mencakup konsep kewajiban dan hak yang seimbang. Pewarisan tidak hanya dilihat sebagai hak untuk menerima harta, tetapi juga sebagai kewajiban untuk melanjutkan tanggung jawab adat dan spiritual. Hal ini terlihat dalam prinsip purusa dan pradana, di mana purusa (anak laki-laki) memiliki kedudukan utama dalam pewarisan karena mereka memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga adat dan upacara keagamaan. Sementara itu, pradana (anak perempuan) memiliki peran yang berbeda, yang lebih fokus pada keluarga suaminya setelah menikah.
Dasar hukum adat Bali mengenai waris dapat ditemukan dalam berbagai aturan adat yang diwariskan secara lisan maupun tertulis. Salah satu kitab yang menjadi rujukan utama adalah Awig-Awig Desa Adat, yang berisi aturan-aturan adat dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat adat di Bali. Selain itu, kitab Purwadigama dan Adigama juga sering digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara waris di Bali. Kitab-kitab ini tidak hanya mengatur aspek teknis pewarisan, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan adat istiadat (Zami, S. Z. 2019).
Prinsip-prinsip dalam hukum waris adat Bali juga tidak terlepas dari pengaruh ajaran Hindu yang menjadi agama mayoritas di Bali. Dalam ajaran Hindu, pewarisan dilihat sebagai bagian dari dharma atau kewajiban suci untuk menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan leluhur. Oleh karena itu, hukum waris adat Bali menempatkan tanggung jawab spiritual sebagai elemen utama dalam pewarisan. Misalnya, ahli waris laki-laki tidak hanya mewarisi harta benda tetapi juga tanggung jawab untuk melaksanakan ritual keagamaan, seperti ngaben (upacara pembakaran jenazah) dan pemujaan di pura keluarga ( Febriawanti, D., & Mansur, I. A. 2020) . Namun, seiring dengan perubahan sosial dan hukum di tingkat nasional, hukum waris adat Bali mulai menghadapi tantangan dalam penerapannya. Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (bagi masyarakat Muslim) dan KUHPerdata (bagi masyarakat umum). Meskipun hukum adat tetap dihormati di Bali, terdapat kasus-kasus di mana masyarakat adat mulai mempertanyakan prinsip-prinsip pewarisan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan tradisi adat dengan tuntutan hukum modern dan hak asasi manusia. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, hukum waris adat Bali tidak hanya mencerminkan tradisi yang kaya tetapi juga menjadi cerminan dari dinamika masyarakat Bali dalam menghadapi tantangan zaman. Prinsip-prinsipnya yang berbasis pada kewajiban spiritual dan tanggung jawab sosial menjadikannya unik, sekaligus relevan untuk dipelajari dalam konteks perubahan hukum dan sosial di Indonesia.
Sistem patrilineal merupakan salah satu ciri utama yang membentuk struktur hukum adat Bali, termasuk dalam pengaturan hak waris. Sistem ini didasarkan pada garis keturunan ayah, di mana keluarga inti dan warisan harta benda diteruskan melalui pihak laki-laki. Dalam masyarakat Bali, laki-laki dianggap sebagai penerus utama garis keturunan keluarga (purusa), sehingga hak waris secara umum lebih mengutamakan mereka dibandingkan perempuan. Pola ini tidak hanya memengaruhi distribusi materiil, tetapi juga menentukan peran sosial dan tanggung jawab adat dalam keluarga. Implikasi pertama dari sistem patrilineal terhadap hak waris adalah pengutamaan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dalam keluarga. Anak laki-laki tidak hanya dianggap sebagai penerima harta, tetapi juga sebagai pemegang tanggung jawab spiritual, seperti melanjutkan pemujaan kepada leluhur di sanggah (pura keluarga) dan melaksanakan ritual keagamaan ( . Hal ini membuat posisi anak laki-laki sangat penting dalam struktur keluarga Bali. Sebaliknya, anak perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian warisan karena mereka dianggap akan bergabung ke keluarga suaminya setelah menikah. Dalam budaya Bali, seorang perempuan yang menikah dianggap telah "keluar" dari keluarga asalnya dan menjadi bagian dari garis keturunan suami. Namun, sistem patrilineal ini tidak sepenuhnya menutup hak waris perempuan. Dalam situasi tertentu, seperti pada kasus perkawinan nyentana, di mana seorang laki-laki masuk ke keluarga perempuan, anak perempuan dapat menjadi penerus garis keturunan keluarga. Dalam konteks ini, perempuan tersebut mendapatkan hak waris yang sama seperti anak laki-laki, karena dia mengambil alih tanggung jawab keluarga, termasuk menjaga pura keluarga dan melanjutkan tradisi adat. Perkawinan nyentana sering dilakukan apabila keluarga tidak memiliki anak laki-laki, sehingga sistem ini memberikan fleksibilitas dalam menjaga keberlanjutan garis keturunan (Dewi, L. A. T., & Sudantra, I. K. 2021).
Implikasi lain dari sistem patrilineal adalah tanggung jawab besar yang dibebankan kepada anak laki-laki dalam keluarga. Hak waris yang diterima oleh anak laki-laki tidak hanya berupa aset materiil, tetapi juga tanggung jawab sosial dan spiritual yang melekat pada harta tersebut. Anak laki-laki yang menjadi ahli waris utama bertanggung jawab atas pemeliharaan pura keluarga, pelaksanaan upacara keagamaan, dan pemenuhan kewajiban adat lainnya. Oleh karena itu, pewarisan dalam hukum adat Bali tidak hanya dipandang sebagai pengalihan hak, tetapi juga sebagai transfer tanggung jawab adat. Di sisi lain, sistem patrilineal ini sering menimbulkan dilema dalam konteks kesetaraan gender dan perubahan sosial. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan di masyarakat modern, sistem pewarisan yang berbasis pada garis keturunan laki-laki mulai dipertanyakan oleh beberapa kelompok masyarakat. Anak perempuan yang berkontribusi besar dalam keluarga, baik secara finansial maupun emosional, sering merasa tidak mendapatkan keadilan karena hak mereka atas warisan terbatas. Selain itu, hukum adat ini sering bertabrakan dengan hukum nasional yang mengutamakan kesetaraan hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD 1945.
Konflik ini sering kali memunculkan perdebatan antara mempertahankan tradisi adat dan mengikuti perkembangan hukum nasional. Dalam beberapa kasus, terjadi pergeseran nilai di masyarakat Bali, di mana anak perempuan mulai diberikan hak atas warisan, terutama ketika mereka menunjukkan peran yang signifikan dalam keluarga. Contohnya adalah keluarga-keluarga yang mengizinkan anak perempuan untuk mendapatkan bagian warisan berupa tanah atau properti sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi mereka. Meski demikian, hal ini masih bersifat pengecualian dan belum diterima secara luas dalam masyarakat adat.
Sistem patrilineal juga memiliki dampak terhadap penyelesaian sengketa waris dalam hukum adat Bali. Ketika terjadi konflik mengenai pembagian warisan, aturan adat sering kali dijadikan pedoman utama. Dalam kasus-kasus tertentu, penyelesaian sengketa melibatkan lembaga adat seperti Bendesa Adat atau Majelis Desa Pakraman. Namun, intervensi hukum nasional kadang diperlukan apabila salah satu pihak merasa bahwa haknya tidak diakui berdasarkan prinsip kesetaraan. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik pewarisan di Bali (Febriawanti, D., & Mansur, I. A. 2020).
Sistem patrilineal menjadi dasar dalam pengaturan hak waris, fleksibilitas dalam pelaksanaannya tetap diperlukan untuk menjaga relevansi hukum adat Bali di tengah perubahan zaman. Beberapa keluarga adat telah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan memberikan hak waris kepada anak perempuan, terutama dalam bentuk aset tertentu seperti tanah atau properti. Pendekatan ini dilakukan untuk mengakomodasi tuntutan perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi. Selain itu, revisi terhadap awig-awig (aturan adat desa) yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman juga mulai dilakukan oleh beberapa desa adat di Bali. Dengan demikian, sistem patrilineal dalam hukum adat Bali mencerminkan tradisi yang kuat tetapi tidak terlepas dari tantangan dalam penerapannya. Implikasinya terhadap hak waris mencakup pengutamaan anak laki-laki, tanggung jawab adat yang besar, serta keterbatasan hak perempuan. Namun, dinamika sosial dan hukum modern memberikan peluang untuk menciptakan keseimbangan antara tradisi dan nilai-nilai kesetaraan, sehingga hukum adat Bali tetap relevan dan berfungsi dengan baik dalam masyarakat yang terus berkembang.
Dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal, peran anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan memiliki perbedaan mendasar. Sistem ini mengutamakan garis keturunan laki-laki, sehingga anak laki-laki dianggap sebagai penerus utama keluarga. Sebagai ahli waris utama, anak laki-laki memegang peran penting dalam melanjutkan garis keturunan keluarga serta memenuhi tanggung jawab spiritual dan adat. Sebaliknya, anak perempuan umumnya memiliki peran yang lebih terbatas dalam pewarisan, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu mereka dapat memperoleh hak waris berdasarkan kebutuhan dan fleksibilitas hukum adat.
Anak laki-laki dalam hukum adat Bali tidak hanya menerima hak atas harta warisan keluarga, tetapi juga memikul tanggung jawab besar terhadap kelangsungan adat dan spiritual keluarga. Mereka diwajibkan untuk menjaga sanggah atau pura keluarga sebagai tempat pemujaan leluhur. Tanggung jawab ini mencakup pelaksanaan berbagai upacara keagamaan, seperti ngaben (upacara pembakaran jenazah), metatah (upacara potong gigi), dan odalan (perayaan pura). Selain itu, anak laki-laki juga bertugas memastikan hubungan spiritual dengan leluhur tetap terjaga melalui pemujaan dan ritual rutin di pura keluarga. Posisi ini membuat pewarisan kepada anak laki-laki bukan hanya soal pengalihan aset materiil, tetapi juga transfer tanggung jawab adat dan spiritual.
Hak waris anak laki-laki juga mencakup hak atas tanah dan properti keluarga, yang sering kali menjadi sumber penghidupan dan sarana pelaksanaan tanggung jawab adat. Dalam praktiknya, anak laki-laki yang sudah menikah biasanya tetap tinggal di rumah keluarga besar untuk melanjutkan tanggung jawab adat tersebut. Namun, jika seorang anak laki-laki gagal menjalankan tugas adatnya, hak warisnya dapat dipertanyakan. Dalam beberapa kasus, keluarga dapat memutuskan untuk memberikan hak waris kepada anak laki-laki lainnya yang lebih mampu menjalankan tanggung jawab adat, atau bahkan kepada anak perempuan dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, anak perempuan dalam hukum adat Bali secara umum tidak memiliki hak atas warisan keluarga, terutama jika mereka menikah. Dalam tradisi Bali, perempuan yang menikah dianggap bergabung ke keluarga suaminya, sehingga tanggung jawab mereka beralih kepada keluarga baru tersebut. Hal ini membuat anak perempuan dianggap "keluar" dari garis keturunan keluarga asal dan tidak lagi memiliki hak atas harta benda keluarga. Namun, ada pengecualian dalam situasi tertentu, seperti dalam perkawinan nyentana, di mana suami bergabung ke keluarga istri. Dalam kasus ini, anak perempuan dapat mewarisi harta keluarga karena dia bertanggung jawab melanjutkan garis keturunan dan menjaga sanggah keluarga asalnya (Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S. 2021).
Anak perempuan juga dapat diberikan hak waris sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam keluarga. Contohnya adalah ketika anak perempuan memberikan kontribusi besar dalam mendukung keuangan keluarga atau merawat orang tua di masa tua. Dalam situasi seperti ini, keluarga sering kali memberikan hak waris berupa tanah atau properti tertentu kepada anak perempuan sebagai bentuk pengakuan atas jasa mereka. Meskipun demikian, hak waris yang diberikan kepada anak perempuan sering kali bersifat simbolis dan tidak setara dengan bagian yang diterima oleh anak laki-laki.
Peran anak perempuan dalam pewarisan juga menjadi lebih fleksibel seiring dengan perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Dalam beberapa kasus, keluarga adat di Bali mulai memberikan hak waris yang lebih adil kepada anak perempuan, terutama jika mereka tidak memiliki anak laki-laki. Selain itu, tekanan dari hukum nasional yang menekankan prinsip kesetaraan hak turut mendorong perubahan dalam praktik pewarisan di masyarakat adat Bali. Meski perubahan ini masih bersifat terbatas, hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam cara masyarakat Bali memandang peran anak perempuan dalam pewarisan. Meskipun perbedaan peran anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan masih kuat dalam masyarakat adat Bali, fleksibilitas dalam pelaksanaannya memungkinkan adanya penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan konteks sosial. Anak laki-laki tetap menjadi ahli waris utama dengan tanggung jawab besar terhadap adat dan spiritual keluarga, tetapi peran anak perempuan juga mulai diakui dalam beberapa kondisi tertentu. Perubahan sosial dan hukum nasional yang mendorong kesetaraan gender menjadi faktor penting yang memengaruhi praktik pewarisan di Bali, tanpa mengabaikan esensi dari tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Pengaruh Status Perkawinan terhadap Hak Waris Anak
Pengaruh perkawinan biasa terhadap hak waris dapat dilihat pada pembagian tanggung jawab adat. Anak laki-laki yang menjadi ahli waris bertanggung jawab atas keberlanjutan tradisi keluarga, seperti pelaksanaan upacara ngaben dan pemeliharaan pura keluarga (Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2021). Sementara itu, anak perempuan yang menikah tidak lagi memiliki kewajiban terhadap adat keluarga asal, karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga suaminya. Hal ini membuat posisi anak laki-laki sangat penting dalam sistem pewarisan adat Bali, karena merekalah yang menjaga keberlangsungan tradisi keluarga. Namun, dalam praktiknya, perkawinan biasa sering kali menimbulkan tantangan terkait kesetaraan hak dalam pewarisan. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dan hak perempuan, banyak pihak yang mulai mempertanyakan ketidakadilan dalam pembagian warisan yang hanya mengutamakan anak laki-laki. Anak perempuan yang berkontribusi besar dalam mendukung keluarga atau merawat orang tua di masa tua sering merasa tidak mendapatkan pengakuan yang setara. Hal ini mendorong beberapa keluarga adat untuk memberikan hak waris kepada anak perempuan dalam bentuk aset tertentu, seperti tanah atau property.
Pengaruh perkawinan biasa terhadap hak waris juga mulai mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya hukum nasional yang menekankan prinsip kesetaraan. Dalam beberapa kasus, hukum nasional digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan anak perempuan. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik pewarisan di masyarakat Bali. Meskipun hukum adat. Hukum adat Bali, yang menganut sistem patrilineal, memberikan posisi sentral kepada anak laki-laki dalam keluarga. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan (purusa) dan pewaris utama dalam keluarga ayahnya. Dalam sistem ini, keberadaan anak laki-laki tidak hanya dipandang dari segi kelangsungan garis keturunan, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan tanggung jawab adat keluarga. Hak waris anak laki-laki yang tetap berada dalam keluarga ayahnya mencerminkan tanggung jawab besar yang harus mereka emban, baik dalam hal spiritual maupun sosial.
Hak waris yang diberikan kepada anak laki-laki mencakup kepemilikan atas harta keluarga, yang meliputi tanah, rumah, dan aset lainnya. Dalam konteks adat Bali, warisan tidak hanya dianggap sebagai bentuk kepemilikan materi, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab adat dan spiritual yang melekat. Anak laki-laki yang tetap berada dalam keluarga ayahnya bertugas menjaga dan memelihara sanggah (tempat pemujaan leluhur) serta melaksanakan berbagai ritual adat yang menjadi kewajiban keluarga. Tanggung jawab ini menjadikan warisan yang diterima oleh anak laki-laki bukan sekadar hak, tetapi juga amanah yang harus dijalankan demi menjaga keharmonisan hubungan dengan leluhur dan komunitas adat. Sebagai ahli waris utama, anak laki-laki tidak hanya mewarisi harta benda, tetapi juga hak dan kewajiban yang berkaitan dengan status sosial keluarga di masyarakat. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara keagamaan seperti ngaben (upacara pembakaran jenazah), metatah (upacara potong gigi), dan odalan (perayaan pura). Selain itu, mereka juga menjadi penanggung jawab dalam hubungan dengan masyarakat adat, seperti berkontribusi dalam kegiatan gotong royong, menghadiri rapat adat, dan memenuhi kewajiban adat lainnya (Nugraha, G. C. P., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. 2020). Oleh karena itu, pewarisan kepada anak laki-laki merupakan bagian dari sistem yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai adat Bali.
Anak laki-laki yang tetap berada dalam keluarga ayahnya juga memiliki peran penting dalam menjaga aset keluarga agar tetap berada dalam garis keturunan. Dalam tradisi Bali, tanah dan properti keluarga tidak hanya dianggap sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas keluarga yang harus dijaga kelestariannya. Anak laki-laki memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa harta warisan tersebut digunakan untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan memenuhi kebutuhan adat (Putri, M. K. R., & Suka’arsana, I. K. (2019). Misalnya, tanah keluarga sering kali digunakan untuk membangun atau memperbaiki sanggah, menyelenggarakan upacara adat, atau sebagai sumber penghidupan keluarga. Namun, hak waris anak laki-laki yang tetap dalam keluarga ayahnya tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam konteks perubahan sosial dan modernisasi. Di era saat ini, semakin banyak anak laki-laki yang meninggalkan kampung halaman untuk bekerja atau menetap di kota, sehingga mereka tidak lagi tinggal di rumah keluarga. Kondisi ini menimbulkan dilema, karena tanggung jawab adat yang melekat pada mereka sulit dijalankan ketika mereka tidak berada di tempat asal. Dalam beberapa kasus, keluarga adat harus menyesuaikan pembagian warisan agar tanggung jawab adat tetap terjaga, misalnya dengan memberikan sebagian hak waris kepada anak perempuan atau kerabat lainnya yang tinggal di kampung halaman.
Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional juga memengaruhi praktik pewarisan dalam masyarakat Bali. Hukum nasional, yang menekankan prinsip kesetaraan, mendorong adanya pengakuan terhadap hak perempuan dalam pewarisan. Dalam beberapa kasus, anak perempuan yang berperan besar dalam mendukung keluarga dapat diberikan bagian warisan, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip dasar sistem patrilineal. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang dan memengaruhi cara masyarakat Bali memandang hak waris anak laki-laki yang tetap dalam keluarga ayahnya. Meskipun sistem patrilineal memberikan hak istimewa kepada anak laki-laki, tanggung jawab besar yang melekat pada hak tersebut juga dapat menjadi beban bagi mereka. Anak laki-laki yang menjadi ahli waris utama sering kali menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi keluarga dan masyarakat adat. Mereka diharapkan untuk menjaga nama baik keluarga, melaksanakan kewajiban adat, dan memastikan kelangsungan tradisi leluhur. Beban ini dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka menghadapi kesulitan ekonomi atau konflik keluarga.
Fleksibilitas dalam penerapan hukum adat memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kondisi tertentu. Dalam beberapa kasus, anak laki-laki yang tidak mampu menjalankan tanggung jawab adat dapat melepaskan hak warisnya kepada saudara laki-laki lainnya atau kerabat dekat yang lebih mampu menjalankan tugas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam hukum adat Bali memiliki elemen pragmatis yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan zaman. Hak  waris anak laki-laki yang tetap dalam keluarga ayahnya mencerminkan peran mereka sebagai penerus garis keturunan dan penjaga tradisi adat. Sistem ini tidak hanya mengatur pembagian harta benda, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai-nilai spiritual dan sosial yang menjadi inti dari kehidupan masyarakat Bali. Meskipun sistem ini menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan tekanan hukum nasional, fleksibilitas dalam penerapannya memungkinkan masyarakat adat Bali untuk menjaga relevansi tradisi mereka sambil beradaptasi dengan tuntutan zaman. Hak waris anak laki-laki, dengan segala tanggung jawab yang melekat padanya, tetap menjadi elemen penting dalam menjaga harmoni keluarga dan masyarakat adat di Bali.
Hukum adat Bali, yang didasarkan pada sistem patrilineal, menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dalam keluarga. Anak perempuan, di sisi lain, memiliki posisi yang berbeda terkait hak waris, terutama dalam konteks perkawinan adat Bali. Dalam tradisi ini, anak perempuan yang menikah dianggap keluar dari keluarga asal dan bergabung ke dalam keluarga suaminya, sehingga hak waris mereka atas harta keluarga asal sering kali ditiadakan. Namun, dalam situasi tertentu, hukum adat dapat memberikan hak waris kepada anak perempuan, terutama jika mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi mereka terhadap keluarga, atau bentuk perkawinan yang dijalani. Anak perempuan yang menjalani perkawinan biasa, di mana mereka menikah dan menjadi bagian dari keluarga suaminya, tidak memiliki hak atas warisan keluarga asal. Dalam sistem patrilineal, harta keluarga dianggap sebagai milik garis keturunan laki-laki, sehingga hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi. Anak perempuan yang menikah dianggap sudah menjadi tanggung jawab keluarga suaminya, dan karena itu mereka tidak lagi dianggap sebagai bagian dari garis keturunan keluarga asal. Dalam hal ini, anak perempuan tidak hanya kehilangan hak waris, tetapi juga tanggung jawab adat yang terkait dengan keluarga asal mereka, seperti pelaksanaan upacara keagamaan atau pemeliharaan pura keluarga. Namun, ada bentuk perkawinan adat tertentu yang memungkinkan anak perempuan untuk tetap memiliki hak waris, seperti dalam perkawinan nyentana. Dalam perkawinan nyentana, seorang laki-laki menikah dan bergabung dengan keluarga istrinya, sehingga garis keturunan dilanjutkan melalui anak perempuan. Dalam situasi ini, anak perempuan menjadi ahli waris utama karena mereka memikul tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga, menjaga sanggah (pura keluarga), dan melaksanakan kewajiban adat lainnya. Perkawinan nyentana biasanya dilakukan jika keluarga tidak memiliki anak laki-laki, sehingga anak perempuan mengambil peran yang biasanya dipegang oleh anak laki-laki dalam sistem pewarisan adat Bali.
Anak perempuan juga dapat menerima hak waris dalam bentuk hibah atau pemberian khusus dari orang tua. Dalam beberapa keluarga, orang tua memberikan tanah atau properti tertentu kepada anak perempuan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap keluarga. Misalnya, jika seorang anak perempuan merawat orang tua di masa tua atau memberikan dukungan keuangan yang signifikan, orang tua sering kali memberikan bagian warisan sebagai pengakuan atas jasa mereka. Hak waris yang diterima dalam bentuk ini biasanya bersifat simbolis dan tidak setara dengan bagian yang diterima oleh anak laki-laki, tetapi tetap mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum adat. Hak waris anak perempuan juga menjadi relevan dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, banyak keluarga adat di Bali yang mulai memberikan hak waris yang lebih adil kepada anak perempuan. Perubahan ini sering kali didorong oleh pengaruh hukum nasional, yang menekankan prinsip kesetaraan dalam pembagian warisan. Hukum nasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengakui hak setiap anak atas warisan tanpa membedakan jenis kelamin. Meskipun hukum nasional tidak sepenuhnya menggantikan hukum adat, pengaruhnya mendorong masyarakat adat Bali untuk lebih inklusif dalam pembagian warisan. Hak waris anak perempuan masih dipengaruhi oleh norma-norma tradisional yang membatasi peran mereka dalam sistem pewarisan. Konflik sering kali muncul ketika keluarga tidak sepakat tentang pembagian warisan, terutama jika ada tekanan dari pihak adat untuk mematuhi tradisi patrilineal. Selain itu, stigma sosial terhadap anak perempuan yang menuntut hak waris juga menjadi hambatan, karena tindakan tersebut sering kali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai adat.
Hak waris anak perempuan juga semakin relevan dalam konteks perubahan ekonomi dan sosial di Bali. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, banyak anak perempuan yang berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Kontribusi ini mendorong keluarga untuk memberikan hak waris kepada anak perempuan sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka. Selain itu, perubahan pola pikir di kalangan generasi muda juga mendorong kesetaraan dalam pembagian warisan, meskipun hal ini masih menghadapi resistensi dari kelompok konservatif dalam masyarakat adat. Hak waris anak perempuan dalam perkawinan adat Bali mencerminkan dinamika antara tradisi dan perubahan sosial. Meskipun hukum adat Bali secara tradisional memberikan prioritas kepada anak laki-laki, fleksibilitas dalam penerapannya memungkinkan anak perempuan untuk menerima hak waris dalam kondisi tertentu. Faktor-faktor seperti jenis perkawinan, kontribusi terhadap keluarga, dan pengaruh hukum nasional memainkan peran penting dalam menentukan hak waris anak perempuan. Dalam konteks modern, meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dan perubahan pola pikir masyarakat adat Bali membuka peluang bagi anak perempuan untuk mendapatkan hak waris yang lebih adil, tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar sistem pewarisan adat.
Perkawinan nyentana merupakan salah satu bentuk perkawinan unik dalam tradisi masyarakat Bali yang berbeda dari perkawinan biasa. Dalam perkawinan ini, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, tetapi laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan, sehingga garis keturunan dilanjutkan melalui pihak perempuan. Perkawinan nyentana umumnya dilakukan ketika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, sehingga anak perempuan yang menikah diharapkan dapat melanjutkan tanggung jawab adat, termasuk menjaga sanggah (pura keluarga) dan melestarikan garis keturunan keluarga. Perkawinan nyentana memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem sosial, tanggung jawab adat, dan hak waris dalam hukum adat Bali. Dalam sistem patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Namun, dalam konteks nyentana, anak perempuan mengambil peran sebagai penerus keluarga, sementara suami menjadi bagian dari keluarga istrinya. Hal ini menjadikan perkawinan nyentana sebagai bentuk pengecualian dalam sistem adat yang didominasi oleh patrilineal.
Salah satu implikasi utama dari perkawinan nyentana adalah perubahan posisi suami dalam keluarga. Suami yang masuk ke dalam keluarga istrinya secara adat dianggap sebagai bagian dari keluarga perempuan tersebut. Ia memiliki kewajiban untuk membantu melaksanakan upacara adat, menjaga sanggah, dan memenuhi tanggung jawab keluarga besar istrinya. Suami juga tidak memiliki hak atas warisan di keluarga asalnya, karena ia dianggap telah keluar dari garis keturunan keluarganya. Sebaliknya, hak warisnya dapat bergeser ke pihak keluarga istrinya, tergantung pada kesepakatan keluarga dan hukum adat yang berlaku. Bagi anak perempuan yang menjalani perkawinan nyentana, posisi mereka berubah menjadi penerus utama keluarga. Anak perempuan ini mewarisi tanggung jawab penuh untuk melestarikan tradisi dan menjaga kehormatan keluarga. Ia juga mendapatkan hak atas warisan keluarga, termasuk tanah, rumah, dan aset lainnya. Hak waris ini diberikan karena anak perempuan dalam perkawinan nyentana dianggap sebagai penerus garis keturunan, mengambil peran yang biasanya diemban oleh anak laki-laki dalam sistem pewarisan adat Bali. Dalam masyarakat Bali, perkawinan ini sering kali dipandang sebagai bentuk perkawinan yang tidak ideal, terutama karena bertentangan dengan norma tradisional patrilineal. Suami dalam perkawinan nyentana sering menghadapi stigma sosial, karena ia dianggap "meninggalkan" keluarganya dan bergabung dengan keluarga perempuan. Hal ini dapat memengaruhi status sosial dan posisi laki-laki tersebut dalam komunitas adatnya.
Dalam konteks modern, perkawinan nyentana mulai mendapat perhatian lebih karena relevansinya dalam menjaga kelangsungan keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, perkawinan nyentana sering kali dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan keluarga dan dinamika sosial yang berubah. Banyak keluarga adat yang mulai menerima model perkawinan ini sebagai cara untuk memastikan keberlanjutan garis keturunan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai tradisional. Perubahan dalam hukum nasional juga memengaruhi penerapan perkawinan nyentana di Bali. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya, mengakui kesetaraan suami dan istri dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pewarisan. Dalam beberapa kasus, hukum nasional digunakan untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam perkawinan nyentana, terutama yang berkaitan dengan pembagian warisan atau hak anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan nyentana memiliki implikasi yang kompleks, baik secara adat maupun sosial. Perkawinan ini memberikan kesempatan bagi anak perempuan untuk mengambil peran utama dalam keluarga, termasuk dalam hal pewarisan dan tanggung jawab adat. Namun, tantangan berupa stigma sosial dan potensi konflik warisan tetap menjadi bagian yang perlu dikelola dengan bijak. Dengan adanya perubahan sosial dan pengaruh hukum nasional, perkawinan nyentana menjadi bukti bahwa hukum adat Bali mampu beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan akar tradisionalnya.
Dalam sistem hukum adat Bali yang didominasi oleh prinsip patrilineal, hak waris anak laki-laki biasanya diarahkan kepada anak yang tetap berada dalam keluarga ayahnya. Namun, situasi ini berbeda dalam konteks perkawinan nyentana, di mana garis keturunan dialihkan ke pihak perempuan, sehingga suami bergabung dengan keluarga istrinya. Kondisi ini menciptakan perubahan signifikan dalam pembagian hak waris, terutama bagi anak laki-laki yang lahir dari perkawinan nyentana. Dalam perkawinan nyentana, anak laki-laki tidak dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga ayahnya, melainkan keluarga ibunya. Dengan demikian, hak waris anak laki-laki yang lahir dari perkawinan ini sepenuhnya berasal dari keluarga pihak ibu. Anak laki-laki tersebut mewarisi tanah, properti, dan kewajiban adat yang terkait dengan keluarga ibunya. Hal ini menjadikan posisi mereka setara dengan anak laki-laki dalam keluarga patrilineal biasa, tetapi dengan tanggung jawab dan hak yang ditransfer dari garis keluarga ibu.
Hak waris anak laki-laki dalam perkawinan nyentana juga mencakup kewajiban adat yang melekat pada harta warisan. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga sanggah (tempat pemujaan leluhur) keluarga ibu, melaksanakan upacara adat, dan memastikan kelangsungan tradisi keluarga. Sebagai ahli waris, mereka juga diharapkan untuk mendukung kebutuhan adat keluarga, termasuk kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan komunitas adat. Oleh karena itu, hak waris yang diterima oleh anak laki-laki dalam perkawinan nyentana bukan hanya berupa harta benda, tetapi juga tanggung jawab yang signifikan.
Tantangan yang dihadapi anak laki-laki dalam konteks ini adalah stigma sosial yang kadang muncul dalam masyarakat adat. Karena mereka berasal dari perkawinan nyentana, status mereka sebagai ahli waris keluarga ibu dapat dianggap tidak lazim dalam sistem patrilineal tradisional. Tekanan sosial ini sering kali memengaruhi persepsi komunitas terhadap anak laki-laki tersebut, meskipun mereka telah menjalankan tanggung jawab adat dengan baik. Di sisi lain, hak waris anak laki-laki dalam perkawinan nyentana menunjukkan fleksibilitas hukum adat Bali dalam beradaptasi dengan kebutuhan keluarga. Dengan memberikan hak waris penuh kepada anak laki-laki dari keluarga ibu, hukum adat memastikan bahwa tanggung jawab adat tetap terjaga, meskipun melalui jalur keturunan yang berbeda. Hal ini juga memungkinkan keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dalam perkawinan biasa untuk tetap menjaga kelangsungan garis keturunan mereka.
Pengaruh hukum nasional juga memberikan dampak pada hak waris anak laki-laki dalam perkawinan nyentana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengakui kesetaraan hak dalam keluarga, mendorong penerapan sistem pewarisan yang lebih adil. Dalam beberapa kasus, hukum nasional dapat digunakan untuk memperkuat hak anak laki-laki dalam perkawinan nyentana, terutama jika ada sengketa warisan antara keluarga ibu dan ayah. Hak waris anak laki-laki dalam perkawinan nyentana merupakan cerminan dari dinamika hukum adat Bali yang unik. Meskipun terdapat pergeseran garis keturunan dari pihak ayah ke pihak ibu, tanggung jawab adat tetap menjadi elemen penting dalam pewarisan. Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan ini memiliki hak yang sama kuatnya dengan anak laki-laki dalam keluarga patrilineal, tetapi dengan kewajiban yang terfokus pada keluarga ibu. Dengan demikian, sistem pewarisan ini tidak hanya menjaga harmoni dalam keluarga, tetapi juga memungkinkan hukum adat Bali untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Hukum adat Bali yang berbasis pada prinsip patrilineal, anak yang lahir di luar perkawinan sah sering kali menghadapi tantangan terkait pengakuan dan hak waris. Anak di luar perkawinan sah, menurut hukum adat, biasanya tidak memiliki hubungan hukum dengan keluarga ayah biologisnya, kecuali terdapat pengakuan resmi yang diatur melalui mekanisme adat. Hal ini menjadikan posisi mereka unik, baik dalam kaitannya dengan status sosial maupun hak waris.
Menurut hukum adat Bali, anak yang lahir di luar perkawinan sah tidak otomatis dianggap sebagai bagian dari garis keturunan ayahnya. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh sistem patrilineal yang menekankan garis keturunan melalui laki-laki. Tanpa pengakuan resmi dari ayah, anak tersebut dianggap tidak memiliki hak atas harta warisan ayahnya, baik berupa tanah, properti, maupun hak adat lainnya. Dengan kata lain, status mereka tidak diakui dalam sistem keluarga besar yang menganut prinsip patrilineal. Namun, jika ayah biologis secara resmi mengakui anak tersebut melalui mekanisme adat, status anak dapat berubah. Pengakuan ini sering kali melibatkan ritual adat tertentu, di mana anak tersebut secara simbolis diterima sebagai bagian dari garis keturunan ayah. Setelah diakui, anak tersebut berhak mendapatkan bagian warisan, meskipun dalam banyak kasus, porsi yang diberikan tidak setara dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Selain itu, pengakuan ini juga membawa konsekuensi tanggung jawab bagi ayah dan keluarga besar dalam hal pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Dalam beberapa situasi, jika anak di luar perkawinan sah tetap berada di bawah pengasuhan ibu, mereka hanya memiliki hak waris dari keluarga ibu. Harta yang diwariskan biasanya terbatas pada aset milik keluarga ibu, yang dalam sistem patrilineal cenderung lebih kecil dibandingkan bagian yang diwariskan oleh keluarga ayah. Anak tersebut juga dapat mewarisi tanggung jawab adat yang terkait dengan keluarga ibu, termasuk menjaga pura keluarga atau melaksanakan upacara adat tertentu.
Hak waris anak di luar perkawinan sah juga menjadi isu yang relevan dalam konteks perubahan sosial dan hukum nasional. Hukum nasional, seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengakuan kepada anak di luar perkawinan untuk mendapatkan hubungan hukum dengan ayahnya, asalkan terdapat bukti yang sah tentang hubungan biologis. Ketentuan ini memberikan peluang bagi anak di luar perkawinan sah untuk menuntut hak waris dari ayah mereka, meskipun penerapannya sering kali berbenturan dengan nilai-nilai adat yang berlaku di Bali. Di sisi lain, modernisasi dan kesadaran akan kesetaraan hak mulai memengaruhi pandangan masyarakat adat Bali terhadap anak di luar perkawinan sah. Banyak keluarga yang secara sukarela memberikan warisan kepada anak-anak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral, meskipun tidak diatur secara formal dalam hukum adat. Langkah ini mencerminkan perubahan sikap terhadap pentingnya pengakuan anak dan perlindungan hak mereka, tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar sistem adat. Hak waris anak di luar perkawinan sah dalam hukum adat Bali menunjukkan dinamika antara tradisi dan perubahan hukum. Meskipun hukum adat cenderung membatasi hak mereka, pengaruh hukum nasional dan modernisasi membuka peluang bagi anak-anak ini untuk mendapatkan pengakuan dan hak waris yang lebih adil. Dengan adanya penyesuaian ini, hukum adat Bali tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensinya sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan masyarakat.
Anak Astra dalam konteks hukum adat Bali merujuk pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara seorang wanita Bali dengan pria dari luar Bali, atau lebih umum disebut sebagai anak yang berasal dari perkawinan antara orang Bali dengan seseorang yang tidak berasal dari suku Bali (Dianta, D., dkk. 2024). Dalam sistem hukum adat Bali, keberadaan anak semacam ini memiliki kedudukan yang khusus terkait dengan hak warisnya. Secara tradisional, hukum adat Bali mengikuti sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui pihak ayah. Oleh karena itu, dalam konteks anak Astra, yang mana ayahnya bukan berasal dari Bali, pertanyaan utama terkait hak warisnya adalah apakah anak tersebut akan diakui dalam sistem waris keluarga Bali atau tidak. Dalam perkawinan semacam ini, anak Astra dapat mewarisi harta dari ibu atau keluarga ibu, karena anak tersebut tetap merupakan bagian dari keluarga besar ibu dalam sistem adat Bali (Manuaba, I. B. G. K. 2023). Meskipun anak tersebut mungkin tidak mendapatkan hak waris dari keluarga ayahnya, mereka tetap memiliki hak atas harta warisan yang berasal dari pihak ibu, terutama jika ayahnya tidak terlibat secara langsung dalam keluarga adat Bali. Jika ayah anak tersebut ingin mengakui anaknya dan memberikan hak waris, maka hal ini dapat dilakukan melalui pengakuan adat. Pengakuan ini akan melibatkan ritual adat tertentu, di mana anak Astra tersebut secara simbolis diakui sebagai bagian dari keluarga ayah . Setelah pengakuan ini dilakukan, anak tersebut baru bisa mendapatkan hak waris dari keluarga ayah, meskipun hak waris yang diberikan biasanya terbatas dan tidak sebesar anak-anak yang lahir dalam perkawinan sesama orang Bali (Rana, I. G. Y., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. 2021).
Hukum adat Bali, yang mulai beradaptasi dengan perkembangan sosial, terkadang memberikan kelonggaran dalam hal pengakuan anak Astra, apalagi dengan adanya pengaruh hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan sah, meskipun orang tuanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Dalam hal ini, hukum nasional memberikan landasan bagi anak Astra untuk menuntut hak waris jika ada bukti bahwa hubungan keluarga tersebut sah dan diakui. Hak waris anak Astra dalam hukum adat Bali memiliki dimensi yang kompleks. Sebagian besar bergantung pada pengakuan keluarga ayah, dan hal ini biasanya memerlukan proses adat tertentu. Dalam banyak kasus, anak Astra tetap bisa mewarisi harta dari ibu mereka, namun hak waris dari keluarga ayah tetap terbatas kecuali ada pengakuan resmi melalui mekanisme adat yang berlaku.
PENUTUP
Kesimpulan
Konsep hak waris dalam hukum adat Bali didasarkan pada sistem patrilineal, yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan dan pewaris harta keluarga. Anak perempuan, terutama yang menikah, umumnya kehilangan hak waris karena dianggap bergabung ke keluarga suaminya. Namun, terdapat pengecualian seperti dalam perkawinan nyentana, di mana garis keturunan dilanjutkan melalui anak perempuan. Selain itu, status perkawinan anak sangat memengaruhi hak waris mereka, baik dalam konteks tanggung jawab adat maupun kepemilikan harta. Modernisasi dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender turut menantang tradisi ini, sehingga hukum adat Bali perlu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi budayanya.
Saran
Perlu dilakukan pembaruan pada awig-awig desa adat untuk lebih inklusif terhadap hak perempuan, tanpa mengabaikan nilai tradisional. Pembuat kebijakan dapat memfasilitasi dialog antara masyarakat adat dan institusi hukum nasional guna menciptakan harmonisasi yang adil antara tradisi adat dan tuntutan modern. Selain itu, edukasi kepada masyarakat Bali mengenai pentingnya kesetaraan dalam pembagian warisan dapat membantu mengurangi potensi konflik keluarga sekaligus memperkuat keberlanjutan hukum adat dalam menjawab tantangan sosial dan hukum nasional.
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